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ABSTRAK 

 

 
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS 

GAJI PENGURUS BUMDES MAJU BERSAMA, DESA RULUNG HELOK, 

KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

 

Oleh 

 
 

TASYA AULIA SARI 

 
 

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini untuk mengetahui bagaiamana tata cara 

pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, 

Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang 

digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah observasi lapangan dan studi pustaka, 

jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam 

penulisan laporan akhir ini yakni data primer dan data sekunder dimana data tersebut 

didapatkan langsung dari sumbernya. Hasil laporan akhir ini menunjukan bahwa pengurus 

BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan, belum melakukan pemotongan dan pelaporan pajak sejak awal berdirinya 

BUMDes hingga saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga terbatasnya 

pengetahuan pengelola mengenai pemahaman perpajakan bagi pengurus BUMDes Maju 

Bersama. 

 

 

Kata Kunci : Pemotongan PPh Pasal 21, BUMDes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu lembaga yang dikelola secara mandiri oleh desa, Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang modal awalnya berasal dari 

dana desa. BUMDes melakukan kegiatan yang berpotensi mengembangkan 

perekonomian desa dan juga kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Di Indonesia, 

kesejahteraan masyarakat khususnya di desa masih tergolong sangat rendah. Oleh 

karena itu dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

asli desa (PAD) dan memaksimalkan kebutuhan pokok desa serta kebutuhan 

masyarakat desa itu sendiri. 

Selain dari dana desa, sumber modal awal yang diperoleh BUMDes berasal dari 

dana Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis), modal pinjaman yang diperoleh dari 

lembaga-lembaga keuangan, maupun modal penyertaan dalam bentuk penyertaan 

modal pihak lain. Dengan adanya modal yang diterima oleh BUMDes, BUMDes 

memiliki potensi dalam pengenaan pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 

Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2dan PPN. BUMDes juga sama seperti Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta 

(BUMS), dan Koperasi yang dimana pengenaan pajaknya adalah pajak badan. 

Dalam hal pengenaan pajak, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dimiliki yaitu subjek 

pajak dan objek pajak. (Ahmad, 2017). 

Pajak memiliki andil cukup besar dalam penerimaan negara. Kedudukan pajak 

dalam kehidupan bernegara sangatlah penting, terutama di bidang pembangunan 



  

karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan 

untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. 

Penerimaan pajak di Indonesia salah satunya berasal dari pajak penghasilan. Pajak 

penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Resmi, 2019). 

Permasalahan perpajakan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah dan wajib pajak, dimana pemerintah sebagai pihak pemungut dan wajib 

pajak sebagai pihak yang dipungut untuk membayar pajak. Sama halnya dengan 

badan usaha lain, BUMDes tidak terlepas dari permasalahan perpajakan. Salah 

satunya yang dialami oleh BUMDes yang berada di Provinsi Lampung, yaitu 

BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan. Dengan kurangnya sosialisasi dan juga terbatasnya pengetahuan 

pengurus BUMDes di bidang perpajakan, membuat BUMDes Maju Bersama 

hingga saat ini belum menerapkan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

atas gaji pengurus BUMDes. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami dan memahami 

berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus 

BUMDes Maju Bersama. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat dan 

membahasnya menjadi laporan akhir yang berjudul “Tata Cara Pemotongan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pengurus BUMDes Maju 

Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan” 



  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik 

perumusan masalah “Bagaimana tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang- Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021?” 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tata cara pemotongan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa 

Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. 

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan 

Penulisan ini diharapkan akan memberi manfaat: 

 

1. Bagi Akademisi: 

 

Diharapkan dengan adanya penulisan laporan akhir ini dapat menjadi 

referensi dan menambah pengetahuan mengenai tata cara pemotongan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, 

Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Bagi BUMDes Maju Bersama: 

 

diharapkan dengan adanya penulisan laporan akhir ini dapat digunakan 

sebagai inovasi berupa inspirasi bagi BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung 

Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 



  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Definisi Pajak 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan 

pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. 

Beberapa ahli mengemukakan berbagai definisi pajak, diantaranya: 

 

1. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang 

masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta 

pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut 

digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan 

umum (Mardiasmo, 2018). 

2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Soemitro, 2018). 

Menurut Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur pajak 

didalamnya, yaitu: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

 

b. Sifatnya memaksa. 



  

c. Berdasarkan Undang-Undang. 

 

d. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 

 

e. Digunakan untuk kepentingan umum. 

 

2.1.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Di Indonesia, perpajakan diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lain 

yang mengatur pajak penghasilan (PPh) sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (KUP). 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). 

 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2019) terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku di 

Indonesia saat ini, antara lain: 

1. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang dimana 

pemungutpajaknya adalah fiskus atau aparat perpajakan diberi otoritasuntuk 

menentukan besaran pajak yang terutang. 

2. Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang dimana wajib 

pajak yang bersangkutan diberi otoritas untuk menentukan besaran pajak 

terutang secara mandiri. 

3. With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang dimana pihak 

ketiga atau bendahara instansi terkait diberikan otoritas untuk menentukan 

besaran pajak terutang. 



  

2.1.3 Tarif Pajak 

Menurut Resmi (2019) terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, antara lain: 

 

1. Tarif Tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau nonimal yang tetap tanpa melihat 

jumlah dasar pengenaan pajaknya dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Contohnya adalah tarif bea materai saat ini sebesar Rp10.000. 

2. Tarif Proporsional (Sebanding), yaitu tarif dengan berapapun jumlah 

pajaknya maka presentase tarifnya akan tetap sama. Contohnya adalah tarif 

PPN saat ini sebesar 11% dan tarif PPh Badan saat ini sebesar 22%. 

3. Tarif Progresif, yaitu tarif yang semakin besar penghasilan yang diterima, 

maka semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Contohnya adalah: 

a. Tabel 2.1 Tarif Progresif Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 17 Ayat 1 

Lapisan Tarif Rentang Penghasilan Tarif 

I 0 – Rp 50 juta 5% 

II >Rp 50 – 250 juta 15% 

III >Rp 250 – 500 juta 25% 

IV >Rp 500 juta 30% 

 
 

b. Tabel 2.2 Tarif Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

Lapisan Tarif Rentang Penghasilan Tarif 

I 0 – Rp 60 juta 5% 

II >Rp 60 – 250 juta 15% 



  

 

III >Rp 250 – 500 juta 25% 

IV >Rp 500 juta – 5 miliar 30% 

V >Rp 5 miliar 35% 

 

 

4. Tarif Degresif, yaitu tarif yang semakin besar penghasilan yang diterima, 

maka tarifnya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil 

penghasilan yang diterima, maka tarifnya semakin besar. 

2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, “Pajak 

Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun 

badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun”. 

 

2.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang harus 

dipotong sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi atas gaji, upah, gaji, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun (UU No. 36 Tahun 2008). 

2.2.1 Subjek atau Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah subjek pajak orang pribadi atau 

badan termasuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai keharusan untuk 

melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima. Sesuai dengan 

peraturan yang mengatur mengenai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pemotong PPh Pasal 21 

adalah sebagai berikut: 



  

1. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan. 

 

2. Bendahara pemerintah maupun daerah. 

 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan- 

badan lainnya. 

4. Orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan atau pekerjaan 

bebas. 

5. Penyelenggara kegiatan. 

 

Tidak termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: 

 

1. Kantor perwakilan negara asing. 

 

2. Organisasi-organisasi internasional. 

 

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan 

bebas. 

2.2.2 Penerima Penghasilan PPh Pasal 21 

Menurut Resmi (2019) penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 merupakan subjek pajak orang pribadi yang memperoleh 

penghasilan atas penghasilan yang diterima, adalah sebagai berikut: 

1. Pegawai. 

 
2. Penerima uang pesangon atau pensiun. 

 
3. Bukan pegawai atau tenaga kerja lepas, seperti pengacara, akuntan, penilai, 

dokter, arsitek, konsultan, notaris, olahragawan, agen iklan, dan orang pribadi 

yang menerima penghasilan dalam apa pun. 

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 

sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 



  

5. Mantan pegawai. 

 
6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Menurut Resmi (2019) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai 

berikut: 

1. Penghasilan pegawai tetap. 

 
2. Penghasilan penerima pensiun. 

 
3. Penghasilan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sehubungan pensiun. 

 
4. Penghasilan pegawai tidak tetap. 

 
5. Imbalan kepada bukan pegawai. 

 
6. Imbalan kepada peserta kegiatan. 

 
Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: 

 

1. Asuransi. 

 

2. Natura atau kenikmatan. 

 

3. Iuran pensiun. 

 

4. Zakat atau sumbangan wajib keagamaan. 

 

5. Beasiswa. 

 

2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat mengalami perubahan 

setiap tahunnya tergantung kebijakan dari pemerintah melalui Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK). Hingga saat ini, besarnya PTKP yang digunakan masih mengacu 



  

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut ini adalah 

besarnya PTKP sesuai dengan PMK No.101/PMK.010/2016: 

1. PTKP untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 54.000.000,00 per 

tahun atau Rp 4.500.000,00 per bulan. 

2. PTKP untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 4.500.000,00 per tahun. 

 
3. PTKP untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami 

sebesar Rp 54.000.000,00 per tahun atau Rp 4.500.000,00 per bulan. 

4. PTKP tambahan untuk tanggungan setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya (paling banyak tiga orang untuk setiap 

keluarga) sebesar Rp 4.500.000,00. 

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Undang- 

Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP). Tarif pajak orang pribadi yang 

baru dengan ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang- 

Undang Pajak Penghasilan). Tarif ini berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi 

berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh: 

1. Dikenakan tarif 5% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya Rp 

0 sampai dengan Rp 60.000.000,00. 

2. Dikenakan tarif 15% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya di 

atas Rp 60.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00. 

3. Dikenakan tarif 25% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya di 

atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. 



  

4. Dikenakan tarif 30% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya di 

atas Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00. 

5. Dikenakan tarif 35% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahunnya di 

atas Rp 5.000.000.000,00. 

 

2.3 Definisi BUMDes 

Definisi BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 tentang Badan Usaha Milik Desa, “BUMDes adalah 

badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola 

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, 

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

2.3.1 Dasar Hukum BUMDes 

Sebagai salah satu lembaga yang dikelola secara mandiri oleh desa, BUMDes 

berpedoman pada aturan yang berlaku, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 

Desa. 

2.3.2 Tujuan Pendirian BUMDes 

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam 

pengelolaan potensi ekonomi desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, 2013). 



  

BAB III 

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK 

 
 

3.1 Desain Penulisan Laporan Akhir 

Di dalam melakukan penulisan laporan tugas akhir setiap proses dilakukan secara 

sistematis mulai dari menentukan masalah, pengumpulan data-data yang 

dibutuhkan, hingga metode apa yang digunakan dalam menganalisis data tersebut. 

Dalam menyelesaikan proses penulisan laporan tugas akhir ini, penulis 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam pendekatan ini penulis 

melakukan perhitungan secara ilmiah yang berasal dari data-data yang telah 

dikumpulkan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Ada pun jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan akhir ini, yaitu: 

 

1. Data Primer 

 

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya. 

a. Wawancara, yaitu teknik komunikasi dua arah untuk mendapatkan 

data dari responden. Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis 

melakukan wawancara dengan Pak Suparman selaku Direktur 

BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen- 

dokumen, data-data yang telah ada, buku-buku literatur, dan 

berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan objek penulisan laporan akhir. 



  

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media perantara atau tidak 

langsung, baik berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang 

telah dipublikasikan, contohnya: 

a. Laporan keuangan tahun 2021 dan proyeksi kerja tahun 2022 yang 

diperoleh dari BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, 

Kecamatan Natar, Kabuaten Lampung Selatan. 

b. Perundang-Undangan, berdasarkan dari aturan-aturan yang telah 

diresmikan oleh Menteri Keuangan yang berhubungan dengan 

perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang- 

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan 

Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 

c. Buku-buku perpajakan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi Lapangan 

 

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penulisan laporan 

akhir ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian 

mempelajari data-data yang telah didapatkan dari BUMDes Maju Bersama, 

Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Studi Pustaka 

 

Dalam melakukan penulisan laporan akhir ini, penulis mencari data-data 

yang berkesinambungan dengan penulisan laporan akhir ini melalui buku 



  

serta sumber pustaka lain yang sesuai dengan judul penulis yaitu “Tata Cara 

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pengurus BUMDes 

Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan”. 

3.4 Objek Kerja Praktik 

 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan yang berlokasikan di BUMDes Maju 

Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan terhitung mulai tanggal 17 Januari 

sampai dengan 04 Maret 2022. 

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes 

 

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes Maju Bersama 

BUMDes Maju Bersama merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang 

berada di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. BUMDes Maju Bersama 

bergerak di bidang koperasi simpan pinjam dan mulai beroperasi sejak tahun 2018 

dan diketuai oleh Bapak Suparman dengan penyertaan modal awal pendiriannya 

berasal dari dana desa. 

Dengan didirikannya BUMDes Maju Bersama, diharapkan mampu memanfaatkan 

potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Rulung 

Helok secara optimal. 

3.4.2.2 Struktur Organisasi 

Komisaris : Dicky Dendy, S.E. (Kepala Desa Rulung Helok) 

Direktur : Suparman 

Sekretaris : Yuli Nur Rohimah 



  

RUPS BUMDes 

PENASEHAT 

(Kepala Desa) 

Bendahara : Siti Patonah 

 
Pengawas : Sudarman (Ketua BPD) 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
 

 

 
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BUMDes Maju Bersama, antara lain: 

 
1. Penasehat 

 

a. Memberikan nasehat kepada Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 

Kepala Unit Usaha dan semua pengelola BUMDes. 

b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

penting bagi pengelola BUMDes. 

2. Pengawas 

 

a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala 

menurunnya kinerja pengurus BUMDes. 



  

b. Memberikan saran pendapat dan masukan kepada pemerintah 

terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDes. 

3. Ketua 

 
a. Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan 

berkembang menjadi lembaga keuangan mikro yang dapat melayani 

kebutuhan masyarakat. 

b. Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi desa 

yang adil dan merata. 

c. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa (PAD). 

4. Sekretaris 

 

a. Mengagendakan surat keluar surat masuk lembaga. 

 

b. Mengarsipkan segala bentuk surat-surat baik keluar atau masuk 

terutama segala bentuk surat-surat perjanjian. 

c. Membuat program report kegiatan dalam bentuk kerja. 

 

5. Bendahara 

 

a. Mencatat dan membukukan keluar atau masuk keuangan. 

 

b. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha kepada 

ketua. 

c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada ketua 

setiap tiga bulan sekali. 

6. Kepala Unit Usaha 

 
a. Mencatat keluar atau masuk transaksi keuangan. 



  

b. Membuat laporan keuangan bulanan, tiga bulan dan semester atau 6 

(enam) bulanan kepada ketua melalui bendahara BUMDes. 

3.4.2.3 Visi dan Misi 

a. Visi BUMDes Maju Bersama 

 

Visi dari Pendirian BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu “Mewujudkan Desa 

Mandiri Berdikari”. 

b. Misi BUMDes Maju Bersama 

 
1. Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian 

 

2. dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa Rulung Helok dalam mewujudkan kemandirian di 

segala bidang. 

3. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Rulung Helok untuk 

meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat 

Desa Rulung Helok. 

4. Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui 

kerjasama, baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagai 

potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan 

lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa 

Rulung Helok. 

3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes 



  

Bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah koperasi simpan pinjam. 



  

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan penulisan laporan tugas akhir yang telah dilakukan, dengan ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

Pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan, belum melakukan pemotongan dan pelaporan pajak 

sejak awal berdirinya BUMDes hingga saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya 

sosialisasi dan juga terbatasnya pengetahuan pengelola mengenai pemahaman 

perpajakan bagi pengurus BUMDes Maju Bersama. 

5.2 Saran 

 

Penulis menyarankan kepada pengurus BUMDes Maju Bersama agar dapat 

menerapkan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes 

Maju Bersama sehingga, BUMDes Maju Bersama dapat berkontribusi dalam 

bidang perpajakan dengan cara melakukan pemotongan dan pelaporan pajak 

dengan baik berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 

HPP) Nomor 7 Tahun 2021. 
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